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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d84 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

5. 

4. 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistenlt 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}; 

3. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang 
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional juncto Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang PembentukJi 
Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomof 
2757); , 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR 2-f TAHUN 2017 

TENT ANG 

BUPATI BATANG 
PROVINS I JA WA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 
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Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ss, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat 111 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara, 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang, 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran I 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan I 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara I 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara I 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang I 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pern bangunan Daerah I 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Repu blik Indonesia Nomor 481 7); 

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 1 

Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah I 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4, Tarnbahan I 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah I 
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I 
RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah 
Kabupaten Batang untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal ' 
1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 

Pasal2 

11. 

10. 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

3. 
4. 

Ketentuan Umum 
Pasal I 

Daerah adalah Kabupaten Batang. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahck 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
Bupati adalah Bupati Batang. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah 
dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (Hrna) 
tahun. 

1 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 
2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2009- 
2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahu~. 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 yang 
selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan daeraln 
untuk periode selama 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana 
pembangunan tahunan daerah. 1 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai 
acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD. 
Perangkat Daerah Kabupaten adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang 
bertugas membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan' 
pemerintahan daerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan1 

daerah. 

1. 
2. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018. 

Menetapkan 

(RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E 
Nomor 7); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 200$ 
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 
Nomor 8 Seri E Nomor 2); 
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5.1. U rusan Wajib Pelayanan Dasar 

5.2. Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BABV 

4 .1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 BABIV 

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai 
berjalan dan Realisasi RPJMD 

2 .3. Permasalahan Pembangunan Daerah 

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN 
KEUANGAN DAERAH 

BAB III 

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 

1.5. Maksud dan Tujuan 

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN I 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
BAB II 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

1. 4. Sistematika Dokumen RKPD 

1. 1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum 

PENDAHULUAN BAB I 

Pasal4 

(l) Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

JUDUL 

DAFTAR ISi 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai: 
a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang 

dalam menyusun Renja PD Tahun Anggaran 2018; 
b. bahan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan serta Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2018; 
c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahµn 

Anggaran 2018. 

Pasal 3 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 'f-1 

NASIKHIN 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal 3 C ~· ZD 17 

SEKRETARJS D i.c,i'"·'"' 

WIHAJI 

BUPATI BATANG, 

Ditetapkan di Batang .. 
pada tanggal 3 O !'Yl~ - 201 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 1 

Pasal 5 

(2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

PENUTUP BAB VI 

5.4. Urusan Penunjang 

5.3. Urusan Pilihan 



BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.1 
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.22 I 

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 
TAHUN 2018 
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV.1 
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan JV.18 

BABY RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORJTAS 
DAE RAH 
5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar V.12 
5.2. Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar V.14 
5.3. Urusan Pilihan V.18 
5.4. Urusan Penunjang V.19 

BAB VI PENUTUP VI. l 

U.101 , 

II .1 1 

ll.70 

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN 
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 

sampai berjalan dan Realisasi RPJMD 
2.3. Pennasalahan Pembangunan Daerah 

BAB II 

1.1 i 

l.31 
I.S 
I.SI 
1.6 I 

PENDAHULUAN 
1.1. La.tar Belakang 
1.2. Dasar Hukum 
1.3. Hubungan Antar Dokumen 
1. 4. Sistematika Dokumen RKPD 
1.5. Maksud dan Tujuan 

BAB I 

iit 
V\I 

ii 
JUD UL 
DAFTAR ISI 
DAFTAR TABEL 
DAFI'AR GAMBAR 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR '2.J l1'HVi/2017 
TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAE RAH 
KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 

, 



RKPD 
KABUPATEN MTANG Tahan 10tl 

BUPATI BATANG, 

koordinasi demi tertaksananya pembangunan yang menyeturuh, 
berkesinambongan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran. 

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan 
berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan 
antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan 
dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan 
{Musrenbangkec) hingga tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum 

parsial atau forum terfokus melalui Focus Group Discussion (FGD) antarpelaku 

pembangunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang 
Tahun 2018 pada akhimya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, 
dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan 
aspirasi masyarakat serta dapat membertkan pemecahan masalah mendesak 
bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan. 

BABVl-2 


